
	
		
		    
			
			    
			
			
			    
			    
			    
			 
		    

		                     
				 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Register


			
			    
				
				    
					
					
					    
					

				    

				

			    

			

		    

		

	

	
    
	
	        	    
		    		Tindak Pidana Perbankan.doc    	    

	    	    	Home 
	Tindak Pidana Perbankan.doc


	

    




    
	
	    	    
		
		    
			
			    
				...			    

			        			    
    				Author: 
				    					Nicq An Author				        			    

			    
			

			
			    

			     20 downloads
			     400 Views
			        			     189KB Size
			    			

			
			     Report
			

		    

		    
			
			    
				 DOWNLOAD .PDF
			    

			

			
			    
				
				
				    
				
				
				
				    
				
				
				    
				
			    

			    
				

			    

			

		    

		    

		    

		    
		    

		

            

            
                
                    Recommend Documents

                

		
		    									    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Pemilu	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TINDAK PIDANA EKONOMI -	    
	
	
	    Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Perpajakan	    
	
	
	    Menjelaskan tindak pidana perpajakanFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		MATERI TINDAK PIDANA KORUPSI	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Korupsi	    
	
	
	    korupsi, pancasila, hukumFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		makalah Tindak Pidana Korupsi.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Kepabeanan	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Perpajakan	    
	
	
	    Menjelaskan tindak pidana perpajakanFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Percobaan Tindak Pidana	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Pasar Modal	    
	
	
	    Deskriptif singkat mengenai tindak pidana pasar modal.Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TINDAK PIDANA EKONOMI -	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Khusus - Penadahan	    
	
	
	    Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		PENGULANGAN TINDAK PIDANA	    
	
	
	    pengulangan tindak pidana dan alasan hapusnya menjalankan pidanaDeskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Perpajakan	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		MAKALAH TINDAK PIDANA PERBANKAN	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.docx	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Ekonomi Perpajakan	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Unsur Tindak Pidana	    
	
	
	    Unsur Tindak Pidana

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Tindak Pidana Korupsi	    
	
	
	    TINDAK PIDANA KORUPSI      Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia      Semester Ganjil 2014      Budi Zulmi Setiawan  1410111165                  FAKULTAS HUKUM    ...

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Makalah Percobaan Tindak Pidana	    
	
	
	    Deskripsi lengkap

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TINDAK PIDANA EKONOMI	    
	
	
	    Hukum

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tindak Pidana Cyber Crime	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


					    		

            

        

        
	                	
		

		
		        		    
    			
			    				
			        			

    		    

		    		    
			
			    
								    				    Tindak pidana perbankan 1.a) pengertian dan istilah tindak pidana perbankan



Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah adedidikirawan“Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Bidang Perbankan”. Tindak Tindak pidana pidana per perbank bankan an mengan mengandung dung pengert pengertian ian tindak tindak pidana pidana itu semata semata-ma -mata ta



dila dilaku kuka kan n oleh oleh bank bank atau atau oran orang g bank, bank, seda sedangk ngkan an tinda tindak k pidan pidana a di bidan bidang g per perba banka nkan n tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank .[1 !stilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala "enis  perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam men"alankan usaha bank. Tidak ada  pengertian #ormal dari tindak pidana di bidang perbankan. $da yang mende#inisikan secara popular, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang men"adikan bank sebagai sarana %crimes through the bank& dan sasaran tindak pidana itu %crimes against the bank&. 1.b) jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan



'alam (ndang-(ndang )o. * Tahun 1++ sebagaimana telah diubah dengan (ndang(ndang )o. 1 Tahun 1++ tentang Perbankan Perbankan %selan"utnya %selan"utnya disebut (( Perbankan& Perbankan& terdapat tiga tiga belas belas macam tindak tindak pidana pidana yang diatur diatur mulai mulai dari dari pasal pasal /0 sampai sampai dengan dengan Pasal Pasal $. 2etiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam3 1. Tindak pidana yang berkaitan dengan adedidikirawan peri4inan, diatur dalam Pasal /0. .



Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal /* ayat %1& ayat %& dan Pasal /* $.



5.



Tindak pidana yang berkaitan berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal / ayat %1& dan ayat %&.



/.



Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal /+ ayat %1& huru# a,b dan c, ayat %& huru# a dan b, Pasal  dan Pasal $ 1.b.a) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan



Tindak pidana ini disebut "uga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal /0 ayat %1& menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa i4in usaha dari pimpinan Bank !ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diancam



 dengan pidana pen"ara sekurang-kurangnya  %lima& tahun dan paling lama 1 %lima belas& tahun serta denda sekurang-kurangnya 1..., %sepuluh miliar rupiah& dan paling  banyak ..., %dua ratus miliar rupiah&. 2etentuan ayat %& menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat %1& dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap



mereka



yang



memberi



perintah



melakukan



perbuatan



itu



atau



yang



 bertindakadedidikirawan sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Pasal ini satu-satunya pasal dalam (( Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya. 1.b.b) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank 



Pasal /* ayat %1& (( Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa  perintah tertulis atau i4in dari pimpinan Bank !ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal /1, Pasal /1$, dan Pasal /, dengan senga"a memaksa bank atau Pihak Tera#iliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal /, diancam dengan pidana pen"ara sekurang-kurangnya  %dua& tahun dan paling lama / %empat& tahun serta denda sekurangkurangnya



6p.



1...,



%sepuluh



miliar



rupiah&



dan



paling



banyak



6p.



..., %dua ratus miliar rupiah&. $yat %& $nggota 'ewan 2omisaris, 'ireksi, pegawai bank atau Pihak Tera#iliasi lainnya yang dengan senga"a memberikan keterangan yang wa"ibadedidikirawan dirahasiakan menurut Pasal /, diancam dengan pidana pen"ara sekurang-kurangnya  %dua& tahun dan paling lama / %empat& tahun serta denda sekurang-kurangnya 6p. /..., %empat miliar rupiah& dan paling banyak 6p. ..., %delapan miliar rupiah&. Pasal /*$. (( Perbankan menyebutkan bahwa $nggota 'ewan 2omisaris, 'ireksi, atau  pegawai bank yang dengan senga"a tidak memberikan keterangan yang wa"ib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal /$



dan



Pasal



//$, diancam



dengan pidana



 pen"araadedidikirawan sekurang-kurangnya  %dua& tahun dan paling lama * %tu"uh& tahun serta denda sekurang-kurangnya 6p. /..., %empat miliar rupiah& dan paling banyak 6p.1..., %lima belas miliar rupiah&. 1.b.c) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank 



 Pasal / ayat %1& (( Perbankan menyebutkan bahwa $nggota 'ewan 2omisaris, 'ireksi, atau pegawai bank yang dengan senga"a tidak memberikan adedidikirawanketerangan yang wa"ib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat %1& dan ayat %& dan Pasal 5/ ayat %1& dan ayat %&, diancam dengan pidana pen"ara sekurang-kurangnya  %dua& tahun dan  paling lama 1 %sepuluh& tahun serta denda sekurang-kurangnya 6p. ..., %lima miliar rupiah& dan paling banyak 6p. 1..., %seratus miliar rupiah&. $yat %& (( Perbankan menyebutkan bahwa, $nggota 'ewan 2omisaris, 'ireksi, atau  pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wa"ib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat %1& dan ayat %& dan Pasal 5/ ayat %1& dan ayat %&, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 %satu& tahun dan paling lama  %dua& tahun dan atau denda sekurang-kurangnya 6p. 1..., %satu miliar rupiah& dan paling banyak 6p. ..., %dua miliar rupiah&. 1.b.d) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank 



Pasal /+ ayat %1& (( Perbankan menyebutkan bahwa, $nggota 'ewan 2omisaris, 'ireksi, atau pegawai bank yang dengan senga"a 3 a&



membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu  bank7



 b&



menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalamadedidikirawan dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank7



c&



mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu  pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupu n dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan senga"a mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana pen"ara sekurang-kurangnya 5 %tiga& tahun dan paling lama  %delapan& tahun serta denda sekurang-kurangnya 6p. ..., %lima miliar rupiah& dan  paling banyak 6p. 1..., %seratus miliar rupiah&. 8elan"utnya Pasal  (( Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Tera#iliasi yang dengan senga"a tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam (ndang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang



  berlaku bagi bank, diancam dengan pidana pen"ara sekurang-kurangnya 5 %tiga& tahun dan paling lama  %delapan& tahun serta denda sekurang-kurangnya 6p. 9..., %lima miliar rupiah& dan paling banyak 6p. 1..., %seratus miliar rupiah&. 8uatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam (( Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. :al ini berkaitan dengan tugas  penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak 2epolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar 2(:P, tetapi (( adedidikirawanPerbankan tidak mengatur :ukum $cara khusus mengenai tindak pidana  perbankan. $da pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar 2(:P, ancaman hukum berat dan kumulati# dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal / yang berkaitan dengan permintaan keterangan yag  bersi#at rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana. ;enurut 2eputusan ;enteri 2ehakiman 6epublik !ndonesia )o. 3 ;1.P


(ndang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 2orupsi, (( )o. 5>1+*1, (( )o. 51>++ "o (( no. Tahun . 2etentuan (( 2orupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank  pemerintah (( ini dipergunakan untuk memudahkan men"erat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.



5&



(( Perbankan. 2etentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila 2omisasris, 'ireksi, Pegawai dan pihak tera#iliasi dengan bank %“orang dalam”& atau orang yang mengaku men"alankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya. . Tindak Pidana Penc!cian Uang



 Tindak Pidana Pencucian (ang % money laundering& secara populer dapat di"elaskan sebagai akti?itas memindahkan, menggunakan atau melakukan adedidikirawanperbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organi4ed crime maupun indi?idu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tu"uan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.[ 2eterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa3 a& Penyimpanan uang hasil ke"ahatan dengan nama palsu atau dalam sa#e deposit bo@7  b&



Penyimpanan uang dalam bentuk deposito>tabungan> giro7



c&



Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal7



d&



Penga"uan permohonan kredit dengan "aminan uang yang



disimpan pada bank yang



 bersangkutan7 e&



Penggunaan #asilitas trans#er atau A=T7



#&



Pemalsuan dokumen-dokumen >C yang beker"asama dengan oknum pe"abat bank terkait7 dan



g&



 pendirian>peman#aatan bank gelap. 8ecara sederhana terdapat tiga tahap dalam proses pencucian yaitu[5 3



1&  Placement "penempatan) ini dideteksi "uga dengan adanya kewa"iban orang yang membawa uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara 6epublik !ndonesia se"umlah seratus "uta ruliah atau lebih untuk melaporkan kepada 'irektorat adedidikirawanDenderal Bea Cukai. 2emudian 'irektorat Denderal Bea Cukai melaporkannya kepada PP$T2 %Pasal 10 (( )o. 1 Tahun &. &  Layering, diartikan sebagai memindah-mindahkan hasil ke"ahatan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud agar sumber dan pemiliknya dapat dikaburkan. %pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan #ikti#& 5&  Integration, yaitu suatu proses dimana uang hasil ke"ahatan yang telah dicuci di in?estasikan kembali pada suatu bisnis yang legal sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan akti#itas ke"ahatan sebelumnya yang men"adi sumber dari uang yang di-laundry. #. Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Penc!cian Uang



#.a) Tindak Pidana Perbankan pencegahan dengan  3



5.a.1& pengawasan internal 3pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris



 5.a.&pengawasan eksternal 3 pemerintah maupun pihak B! melakukan audit kepada bank yang  bersangkutan #.b) Tindak Pidana Penc!cian Uang $ #.b.a) peranan PP%T&"p!sat pelap'ran dan analisis transaksi ke!angan)



PP$T2 memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 0 dan * ((-TPP( %undang-undang tindak pidana pencucian uang )o. Tahun 5 & antara lain3 a.



;engumpulkan, menyimpan, menganalisis, menge?aluasi in#ormasi yang diperoleh.



 b.



;emberikan nasihat dan bantuanadedidikirawan kepada instansi yang berwenang.



c.



;elaporkan hasil anilisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada 2epolisian dan 2e"aksaan.



d. ;eminta dan menerima laporan dari Penyedia Dasa 2euangan %PD2&. e.



;elakukan audit terhadap PD2 mengenai kewa"iban sesuai dengan ketentuan dalam ((-TPP( dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.



#.



;emberikan pengecualian kewa"iban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat %1& huru# b. 'alam men"alankan tugas dan kewenangannya tersebut, PP$T2 bersi#at independen sebagaimana yang dimuat dalam ((-TPP( yaitu 3



a& Bertanggung "awab langsung kepada Presiden.  b&



Tidak diperkenankannya setiap pihak untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap  pelaksanaan tugas dan kewenangan PP$T2.



c&



'iwa"ibkannya kepala dan adedidikirawanwakil kepala PP$T2 untuk menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. #.b.b)Penerapan Prinsip (engenal asabah "&n'w Y'!r *!st'mer Principle+&Y* &



;enurut Peraturan Bank !ndonesia, yang dimaksud dengan Prinsip 2EC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. 'alam menerapkan Prinsip 2EC dimaksud bank diwa"ibkan 3 a&



;enetapkan kebi"akan mengenai penerimaan nasabah, prosedur identi#ikasi nasabah, dan  prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta prosedur mana"emen risiko yang berkaitan dengan penerapan 2EC.



  b&



;elaporkan transaksi yang mencurigakan %suspicious transaction& kepada B! selambatlambatnya * hari ker"a setelah diyakini oleh bank.



c&



;enerapkan prinsip 2EC yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada di luar negeri, sepan"ang standar 2ECnya sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam PB!, dan  "ika ketentuanadedidikirawan setempat lebih longgar wa"ib diterapkan PB! 2EC. 'alam hal  penerapan PB! 2EC mengakibatkan pelanggaran ketentuan negara setempat, wa"ib dilaporkan kepada kantor pusatnya dan B!.



d&



Bank wa"ib menerapkan prinsip 2EC dan melakukan pengkinian data base nasabah yang telah ada %e@isting customer& selambat-lambatnya tanggal 15 Duni .



e&



Bank wa"ib melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip 2EC selambat-lambatnya tanggal 15 =ebruari .



#&



Penerapan sistem in#ormasi yang dapat mengidenti#ikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara e#ekti# mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank sudah harus siap selambat-lambatnya tanggal 15 Duni . $dapun sanksi apabila apabila bank tidak melaporkan perubahan Pedoman Pelaksanaan Prinsip ;engenal )asabah selambat-lambatnyaadedidikirawan * hari ker"a se"ak ditetapkannya  perubahan tersebut serta tidak melaporkan kepada B! transaksi yang mencurigakan yang ter"adi di bank yang bersangkutan selambat-lambatnya * hari ker"a se"ak transaksi tersebut diketahui oleh bank, dikenakan sanksi berupa kewa"iban membayar sebesar 6p.1 "uta per hari kelambatan dan setinggi-tingginya 6p.5 "uta. 8edangkan sanksi apabila bank tidak melaksanakan kewa"iban lainnya adalah dengan  pengenaan sanksi administrati# sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ayat %& huru# b, c, e, # atau g (ndang-undang )o.* tahun 1++ tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan (ndang-undang )o.1 tahun 1++ yaitu berupa 3



a& teguran tertulis7  b&  penurunan tingkat kesehatan bank7 c&  pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan7 d&  pemberhentian pengurus bank dan selan"utnya menun"uk dan mengangkat pengganti sementara sampai 6apat (mum Pemegang 8aham atau 6apat $nggota 2operasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetu"uan B!, atau7



 e&



 pencantuman anggota pengurus, pegawai adedidikirawanbank, pemegang saham dalam da#tar orang tercela di bidang Perbankan. 2endala yang dihadapi bank dalam melaksanakan prinsip 2EC berupa3



a& Takut kehilangan nasabah Bank merasa khawatir kehilangan nasabah apabila menerapkan sepenuhnya prinsip 2EC baik terhadap nasabah lama %e@isting customer& maupun terhadap nasabah baru %new customer&. :al tersebut karena tidak serentaknya bank-bank dalam menerapkan prinsip 2EC pada nasabah. 2ondisi ini memberikan peluang bagi adedidikirawan nasabah untuk menolak memberikan in#ormasi dan memindahkan dananya ke bank yang belum menerapkan prinsip 2EC.  b&



8kala usaha bank Bagi bank yang tergolong dalam skala besar %sebagai contoh memiliki karyawan lebih dari 1. dengan  kantor cabang dan  "uta nasabah di seluruh !ndonesia& cenderung lebih sulit menerapkan prinsip 2EC sepenuhnya,



seperti pendataan pro#il



nasabah, pelatihan bagi



karyawan, dan pengadaan sistem in#ormasi, yang untuk itu dibutuhkan waktu yang pan"ang,  biaya yang besar dan keahlian yang memadai. c& 2etidakpercayaan perbankan terhadap penegakan hukum 


 pengisian #ormulir 2ECadedidikirawan menyusahkan nasabah dan dirasa terlalu berlebihan %misal pengisian "abatan, nama ibu kandung, hobi, pin"aman dari bank lain& dan tidak nyaman7



 b&



takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain misalnya perpa"akan7



c&



tidak merasa memperoleh man#aat dari pengisian 2EC dan menganggap bank terlalu ingin tahu masalah internal nasabah. 8elain itu, dampak yang dihadapi bank pada saat menerapkan prinsip 2EC antara lain 3



a&



nasabah menolak mengisi #ormulir 2EC yang sudah dikirimkan dan akan menarik dananya apabila tetap diharuskan mengisi7



  b&



nasabah cenderungadedidikirawan tidak "u"ur dalam mengisi data penghasilan dan sulit ditemui7



c&



nasabah penyimpan dana berkeberatan memberikan slip ga"i karena beranggapan bukan sebagai pemin"am dana.



B%B ,,, PUTUP &esimp!lan



a&



 b&



c&



d&



'ari uaraian yang telah di "elaskan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa (( )o. Tahun 5 memiliki kekurangan antara lain 3 $danya batasan “hasil tindak pidana” %proceed o# crime& minimal 6p  "uta. $danya batasan ini, selain ia tidak la4im "uga terdapat celah yang dapat diman#aatkan bagi para pencuci uang untuk memecah-mecah hasil ke"ahatannya dalam "umlah yang lebih kecil. Batasan waktu penyampaian laporan transaksi tunai. 'alam Pasal 15 ayat %5&, penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huru# b dilakukan paling lambat 1/ hari ker"a setelah transaksi dilakukan.Batasan waktu ini dinilai terlalu lama, diusulkan batasan waktu adedidikirawan penyampaian dapat dipersingkat. Tidak dimasukkannya klausul “anti tipping o##” yaitu larangan bagi Penyedia Dasa 2euangan untuk memberitahukan kepada nasabahnya berkaitan dengan laporan Transaksi 2euangan ;encurikagakan yang terkait dengan nasabah tersebut. arangan ini sangat penting karena apabila pemilik rekening tersebut mengetahui bahwa dirinya dilaporkan, dikhawatirkan yang  bersangkutan dapat menghambat "alannya penyidikan, atau bahkan menarik simpanannya. Pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan perlu diperluas dengan menambahkan unsur “transaksi yang berkaitan dengan hasil tindak pidana.
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